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Pengertian

 Sistem adalah… 

Suatu keterkaitan di antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk

mencapai tujuan tertentu (System is interconnected parts or elements in certain 

pattern of work)

 Berdasarkan pengertian ini dapat diinterpretasikan ada dua prinsip dasar suatu

sistem, yakni: 

(1) elemen, komponen atau bagian pembentuk sistem; dan 

(2) interconnection, yaitu saling keterkaitan antar komponen dalam pola

tertentu. 

 Keberadaan sekumpulan elemen, komponen, bagian, orang atau organisasi

sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata-hubungan tertentu

untuk mencapi tujuan maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota suatu sistem. 
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Pengertian

 Sistem Kesehatan adalah… 

Suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang 

menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan 

organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun

dalam bentuk material. 

 WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai berikut: 

Health system is defined as all activities whose primary purpose is to promote, restore or 

maintain health. Formal Health services, including the professional delivery of personal 

medical attention, are clearly within these boundaries. So are actions by traditional healers, 

and all use of medication, whether prescribed by provider or no, such traditional public health 

activities as health promotion and disease prevention, and other health enhancing intervention 

like road and environmental safety improvement, specific health-related education, are also 

part of the system
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Pengertian

 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia adalah… 

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa

Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan kesejahteraan

umum seperti dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. 

 Pelaksanaan dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang di pusat dan daerah

dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional dibidang Kesehatan.
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Tujuan

 Tujuan Bangsa Indonesia adalah… 

Pembukaan UUD 1945

…” Melindungis segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial”…
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Tujuan

 Tujuan (SKN) Indonesia adalah… 

Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen
bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
termaksud badan hukum, badan usaha, dan Lembaga swasta secara
sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
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1982

2004

2009

2012

Sejarah SKN
SKN 1982

Disusun 1980-1982

Kepmenkes 99a/1982

SKN 2004

Disusun 2002-2003

Kepmenkes 131/2004

SKN 2009

Disusun 2008-2009

Kepmenkes 374/2009

SKN 2004

Disusun 2010-2012

Perpres 72/2012

UU no.36/2009 

ttg Kesehatan, 

Psl, 167
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Perbedaan SKN 2004-2009-2012
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Sistem
Kesehatan 
Nasional 
2012
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Definisi

 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah… 

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa

Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

(Pasal 1 ayat 2, Perpres 72/2012) 
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Maksud dan Kegunaan SKN
Menyesuaikan SKN 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan 
internal

Mempertegas makna pembangunan Kesehatan  Pemenuhan hak asasi
manusia

Memperjelas penyelenggaraan pembangunan Kesehatan (RPJP-K)

Memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif

Melaksanakan pemerataan upaya Kesehatan yang terjangkau dan bermutu

Meningkatkan investasi Kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional

Merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan
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 Landasan Idiil

Pancasila

 Landasan Konstitusional

Pembukaan UUD RI 1945

UUD RI 1945; Pasal 28 dan Pasal 34

 Landasan Operasional

UU No.36/2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan

Landasan SKN
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UU No.36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 167
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Asas SKN

1. Dasar Pembangunan Kesehatan

 Perikemanusiaan

 Pemberdayaan dan Kemandirian

 Adil dan Merata

 Pengutamaan dan Manfaat

2. Dasar SKN

 Perikemanusiaan •  Penghormatan hak asasi manusia

 Keseimbangan •  Sinergisme & Kemitraan yg dinamis

 Manfaat •  Komitmen & tata good governance

 Perlindungan •  Legalitas

 Keadilan •  Antisipatif & Proaktif

 Kearifan local •  Gender & Nondiskriminatif
Dihartawan@umj.ac.id

Bentuk Pokok SKN

Tujuan SKN

Kedudukan SKN

Subsistem SKN
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Meningkatkan

kesadaran

Kemauan

Kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang

Terwujudnya
derajat kesehatan
masyarakat yang 
setinggi-tingginya

Tujuan SKN

 Tujuan (SKN) Indonesia adalah… 

Terselenggaranya pembangunan
kesehatan oleh semua komponen
bangsa, baik pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat termaksud badan hukum, 
badan usaha, dan Lembaga swasta
secara sinergis, berhasil guna dan 
berdaya guna, sehingga terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya
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Kedudukan SKN

1. Supra Sistem SKN

2. SKN terhadap Sistem

Nasional lainnya 

keadaan sehat tanggung

jawab semua sektor

3. SKN terhadap Sistem

Kesehatan Daerah

4. SKN terhadap Sistem

Kemasyarakatan dan

Swasta

SISTEM KETAHANAN 

NASIONAL

Sistem

Hankamnas

Sistem

Perekonomian

Nasional

Sistem

Pendidikan 

Nasional

Sistem

Jaminan Sosial

Nasional

Sistem

Ketahanan Pangan

Nasional

Sistem

Kesehatan

Nasional
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 Pelaksanaan SKN berdasarkan Perpres 72/2012; Pasal 4, bahwa:

1) SKN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

masyarakat

2) SKN dilaksanakan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpatu, 

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, 

kesatuan dan ketahanan nasional

Dihartawan@umj.ac.id 20

Subsistem SKN
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1. Subsistem Upaya Kesehatan

 Pengertian… 

Bentuk dan cara penyelenggaraan upaya Kesehatan yang paripurna, 
terpadu, dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, 
pengobatan dan pemulihan, yang diselenggarakan guna menjamin
tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

 Tujuan…

Terselenggaranya upaya Kesehatan yang adil, merata, terjangkau dan 
bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Kesehatan 
guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

Dihartawan@umj.ac.id 22

1. Subsistem Upaya Kesehatan

Ruang 
lingkup

• Kesehatan Fisik, Mental, Intelegensia dan Sosial

Tingkatan
Upaya

• Primer

• Sekunder

• Tersier

Unsur

• Upaya Kesehatan, Fasilitas Yankes, Sumber Daya Upaya
Kesehatan, Pembinaan & Pengawasan Upaya Kesehatan

Penyeleng

garaan

• Terpadu, berkesinambungan dan paripurna

• Melalui system Rujukan

Dihartawan@umj.ac.id
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1. Subsistem Upaya Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan

Pelayanan
kesehatan

tradisional, alternatif
dan komplemeter

Peningkatan
kesehatan & 
pencegahan

Penyakit

Penyembuhan
Penyakit & 
Pemulihan
Kesehatan

Pelayanan
Kesehatan 
Reproduksi

Pelayanan KB UKS
Upaya Kesehatan 

Olahraga

Pelayanan
Kesehatan pada 

Bencana
Pelayanan Darah

Pelayanan
Kesehatan Gilut

Penaggulangan
gangguan

penglihatan & 
gangguan

pendengaran

Upaya Kesehatan 
Mata

Pengamanan dan 
Penggunaan

sediaan Farmasi
dan Alkes

Pengamanan
Makanan & 
Minuman

Pengamanan Zat
Adiktif

Pelayanan Forensik
Klinik & Pelayanan

Bedah Mayat

Upaya Kesehatan 
ibu, bayi, anak, 

remaja, lanjut usia
dan penyandang

cacat

Upaya Perbaikan
Gizi

Upaya Kesehatan 
Jiwa

Upaya pencegahan, 
pengendalian dan 
pemberantasan

penyakit menular

Upaya Kesehatan 
Lingkungan

Upaya Kesehatan 
Kerja

Dihartawan@umj.ac.id 24

Sub Sistem

Upaya Kesehatan

UKM UKP

Setiap kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah dan atau

masyarakat serta swasta, untuk memelihara, meningkatkan

Kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta

Memulihkan Kesehatan perorangan

Memelihara, 

Meningkatkan Kesehatan, 

Mencegah penyakit

Menyembuhkan

Penyakit, Memulihkan

Kesehatan

PeroranganMasyarakat

1. Subsistem Upaya Kesehatan

Dihartawan@umj.ac.id
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UPAYA 

KES

Strata-2

Strata-3

Strata-1
• Puskesmas

• Pos-2 Kesehatan

• Dinkes Kab/Kota

• UPT-2

• Dinkes Prov

• Depkes

• Institut-2 Kes

•Puskesmas

•Praktik-2 Nakes, Klinik

•Apotek, Lab, toko

obat, Optik, dll

•Praktik Nakes Spes Kons

•RS C & B

•Apotek, Lab, Optik, T Obt

•Balai-2 Kes, dll

•Praktik Nakes Spes Kons

•RS B & A

•Apotek, Lab, Optik, T Obt

•Pst-2 Unggulan Nas,

Pem
Swsta/

UKBM
Pem Swasta

UKM UKP

1. Subsistem Upaya Kesehatan

Dihartawan@umj.ac.id 26

1. Subsistem Upaya Kesehatan

 Prinsip… 

1. UKM diselenggarakan oleh pemerintah dg peran aktif masy dan 
swasta.

2. UKP diselenggarakan oleh masy, swasta dan pemerintah. 

3. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus 
memperhatikan fungsi sosial.

4. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, 
terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan 
bermutu.

5. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan 
tradisional dan alternatif,  harus tidak bertentangan dg kaidah 
ilmiah.

6. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dg nilai dan norma 
sosial budaya serta moral dan etika profesi.

Dihartawan@umj.ac.id
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2. Subsistem Penelitian & Pengembangan
Kesehatan
 Pengertian… 

Pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan dan penapisan
teknologi dan produk teknologi Kesehatan yang diselenggarakan dan 
dikoordinasikan guna memberikan data Kesehatan yang berbasis bukti
untuk menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya.

 Tujuan…

Terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan dan penapisan
teknologi dan produk teknologi Kesehatan yang ditujukan untuk
menghasilkan informasi Kesehatan, teknologi, produk teknologi dan 
teknologi informasi (TI) Kesehatan untuk mendukung pembangunan
Kesehatan guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. Dihartawan@umj.ac.id 28

3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan

 Pengertian… 

Pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan 
pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan Kesehatan guna mencapai derajat Kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. 

 Tujuan…

Tersedianya dana Kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi
secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan
berdaya guna, tersalurkan guna meningkatkan derajat Kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dihartawan@umj.ac.id
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3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
BIAYA 

KES

Penduduk

Miskin

Penduduk

Mampu

Pem

Jaminan

Kesehatan 

sukarela

Masy

Jaminan

Kesehatan 

wajib

A P

Penggalian
Pengalo

kasian

Pembelan

jaan

Public-Private 

Mix

UKM UKP

Dihartawan@umj.ac.id 30

3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan

 Prinsip… 

1. Jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya-
guna, adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan 
akuntabilitas

2. Dana pemerintah  untuk pembiayaan UKM dan UKP bagi masy 
rentan dan keluarga miskin

3. Dana masy diarahkan untuk pembiayaan UKP yg terorganisir, adil, 
berhasil-guna dan berdaya-guna melalui JPK

4. Pemberdayaan masy dalam pembiayaan kesehatan melalui 
penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yg 
telah terhimpun 

5. Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan 
pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab 
pemerintah daerah

Dihartawan@umj.ac.id
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4. Subsistem SDM Kesehatan

 Pengertian… 

Pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya
manusia Kesehatan, yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, 
pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya
manusia Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan
Kesehatan guna mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya.

 Tujuan…

Tersedianya sumber daya manusia Kesehatan sesuai kebutuhan yang 
kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan 
merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung
penyelenggaraan pembangunan Kesehatan guna mewujudkan derajat
Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dihartawan@umj.ac.id 32

4. Subsistem SDM Kesehatan

Peren
canaan

Pengada
an

Bina
Awas
Mutu

Jumlah

Jenis

SDM
Kes

Derajat kes.

Masy yg

setinggi-

tingginya

Kuali
fikasi

U
K

M
U

K
P

Daya
guna
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4. Subsistem SDM Kesehatan

 Prinsip… 
1. Pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis dan 

kualifikasi Nakes disesuaikan dg kebutuhan dan dinamika pasar 
2. Pendayagunaan Nakes memperhatikan asas pemerataan pelayanan 

kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan 
3. Pembinaan Nakes diarahkan pd penguasaan IPTEK serta

pembentukan moral dan akhlak sesuai dg ajaran agama dan etika 
profesi 

4. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, 
berdasarkan prestasikerja dan disesuaikan kebutuhan
pembangunan kesehatan secara nasional

Dihartawan@umj.ac.id 34

5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes & 
Makanan

 Pengertian… 

Pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat/manfaat, 
mutu sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan.

 Tujuan…

Tersedianya sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan yang 
terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu dan khusus untuk
obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan
derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dihartawan@umj.ac.id
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Jaminan
Keter

sediaan

Jaminan
Peme
rataan

Jaminan
Mutu

Obat & 
Prbkln

Kes

Derajat kes.

Masy yg

setinggi-

tingginya

NAR & PSI

TRAD

OBAT & 

PERBKLN KES

SUSTAIN

MERATA

JUMLAH

JENIS

U
K

M
U

K
P

5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes & 
Makanan
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5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes & 
Makanan

 Prinsip… 

1. Tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi

2. Penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah 

3. Tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan

4. Peredaran serta pemanfaatannya tidak  bertentangan dengan hukum, 
etika dan moral

5. Mengutamakan obat esensial generik bermutu didukung 
pengembangan industri bahan baku

6. Optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman 
produk dan keunggulan daya saing.

Dihartawan@umj.ac.id
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5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alkes & 
Makanan

 Prinsip… 
7. Disesuaikan standar formularium obat rumah sakit dan mengacu 

DOEN
8. Diselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, 

manfaat, harga, kemudahan diakses serta keamanan.

9. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional yg bermutu tinggi, 
aman, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah. 

10. Pengamanan diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi dan 
pemanfaatan 

11. Kebijaksanaan Obat Nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama  
pihak terkait lainnya.

Dihartawan@umj.ac.id 38

6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi
 Pengertian… 

Pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan Kesehatan, 
administrasi Kesehatan, pengaturan hukum Kesehatan, pengelolaan data 
dan informasi Kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN 
guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

 Tujuan…

Terwujudnya kebijakan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, 
berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi
administrasi Kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna dan akuntabel, 
serta didukung oleh hukum Kesehatan dan system informasi Kesehatan 
untuk menjamin terselenggaranya pembangunan Kesehatan guna
meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Dihartawan@umj.ac.id
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Informasi

Iptek

Hukum

Administrasi

Kesehatan

Manajemen
Kesehatan

Derajat

kesmas

setinggi-

tngginya

U
K

M
U

K
P

Upaya

Kes

Pember

Dayaan

Masy

Obat & 

Perbkln

Kes

SDM 
Kesehatan

Pembia

Yaan Kes

6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi
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6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi

 Prinsip Administrasi Kesehatan…

1. Berpedoman pd desentralisasi, dekon & tugas pembntn dlm wadah 
NKRI

2. Perlu dukungan kejelasan hubungan admin dg sektor lain serta antar 
unit kesehatan di berbagai jenjang

3. Koordinasi yg jelas dg sektor lain serta antar unit kes dlm jenjang yg 
sama

4. Adanya kejelasan kewenangan, tugas & tanggung jawab antar unit kes

Dihartawan@umj.ac.id
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6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi

 Prinsip Informasi Kesehatan…

1. Mencakup seluruh data yg terkait  

2. Mendukung proses pengambilan keputusan  

3. Sesuai dg kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan

4. Harus akurat, cepat dan tepat, dan mendayagunakan TI

5. Diperoleh melalui pencatatan, pelaporan, dan survay

6. Memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang kesehatan dan 
kedokteran

Dihartawan@umj.ac.id 42

6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi

 Prinsip IPTEK Kesehatan…

1. Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes utk kepentingan masy 

2. Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes tdk boleh bertentangan
dgn etika moral & nilai agama

Dihartawan@umj.ac.id
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6. Subsistem Manajemen, Informasi &
Regulasi

 Prinsip Hukum Kesehatan…

1. Dipakai sebagai acuan dlm mengembangkan peraturan 
perundangan kes daerah

2. Hukum kes mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi 
& peningkatan kesadaran hukum  

3. Perlu didukung oleh pembentukan dan pengembangan jaringan 
informasi, dokumentasi hukum kes serta pengembangan satuan 
unit organisasi hukum kes di Depkes

Dihartawan@umj.ac.id 44

7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

 Pengertian… 

Pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya Kesehatan baik
perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu
dan berkesinambungan guna tercapainya derajat Kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.

 Tujuan…

Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, 
mampu mengatasi masalah Kesehatan secara mandiri, berperan aktif
dalam setiap pembangunan Kesehatan, serta dapat menjadi penggerak
dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan
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7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Pero

rangan

Kelmpk

Masy

Umum

Kelompok/

Lmbg Masy

 Kelompok

Peduli kes.

Individu,Toma

 Kader/motor

/teladan PHBS

Konsil/komite

/Dwan Pnytun

 Perwakilan

Masyarakat

Pember-
dayaan
Masy

To 
Serve

To 
Advocate 

To 
Watch

Derajat

kesmas

setinggi-

tngginya

U
K

M
U

K
P
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7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

 Prinsip… 

1. Berbasis masyarakat

2. Pemberdayaan dlm voice dan choise

3. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masy.

4. Kemitraan dng semangat gotong royong

5. Pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan  tanggap

Dihartawan@umj.ac.id
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Manajemen Penyelenggaraan SKN

Penetapan  Sosialisasi & Advokasi  Fasilitasi Pengembangan Kebijakan

Dihartawan@umj.ac.id

Reformasi SKN
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Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

 Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa
sistem kesehatan nasional (SKN) kita masih lemah, khususnya
kemampuan pencegahan termasuk testing, tracing, dan tracking serta
kemampuan penanganan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di 
masa pandemi termasuk sulitnya mobilisasi sumber daya kesehatan
seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, tenaga
kesehatan, laboratorium, dan pembiayaan kesehatan.

 Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respons sistem
kesehatan nasional pada masa pandemi Covid-19 tersebut, antara lain : 

a. Pemanfaatan teknologi informasi untuk surveilans dan pemantauan protokol

kesehatan masyarakat; 

Dihartawan@umj.ac.id 50

b. Kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan
kemampuan testing - tracing - tracking yang tidak cepat dan jumlah
terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum
berjalan real-time, serta terbatasnya jumlah laboratorium terstandar
minimal BSL-2 dan BSL-3; 

c. Komunikasi risiko di awal pandemi Covid-19; 

d. Kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dalam menghadapi surge 
capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas
isolasi, ruang rawat inap, IGD RS, kurangnya APD bagi tenaga
kesehatan di awal masa pandemi, dan manajemen kasus lemah/tata 
laksana kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan belum jelas; 

e. Mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan termasuk masih 
rendahnya keterlibatan pembiayaan sektor non-pemerintah; dan 

f. Masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan
vaksinasi Covid-19. 
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 UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

 Inpres No.4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam
Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi
Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia sebagai dasar hukum
untuk upaya mewujudkan health security dan health resillience

 Implementasi kegiatan yang mengacu pada regulasi tersebut belum
didukung dengan kapasitas sistem kesehatan nasional yang optimal. 

 SKN belum mampu merespon permasalahan kronis pembangunan
kesehatan.

Perlunya Reformasi SKN
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Tujuan Reformasi SKN
1) Meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (health security 

and resilience) 

a. Sistem kesehatan mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi

prevent, detect, dan respond terhadap ancaman penyakit, termasuk

penyakit emerging yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. 

b. Seluruh komponen sistem kesehatan nasional mempunyai kapasitas dan 

siap setiap saat secara cepat dan efektif menangani ancaman dan 

menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan

lainnya. 

c. Sistem kesehatan dapat bekerja sama dengan sistem pembangunan lainnya

seperti penanggulangan bencana, perlindungan sosial, pendidikan, industri, 

transportasi, dan komunikasi. 

Dihartawan@umj.ac.id
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2) Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan

yang berkualitas di seluruh Indonesia 

a. Sistem kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat mengenai

pelayanan kesehatan yang berkualitas baik pada masa kedaruratan kesehatan

maupun kondisi normal. 

b. Pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta terpenuhinya hak

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan 

preventif. 

a. Mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek

pembangunan nasional. 

b. Masyarakat, akademisi, swasta (perusahaan, provider pelayanan kesehatan), 

dan media terlibat aktif dalam upaya promotif dan preventif serta bekerja

sama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. 
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Keterkaitan Antara Aspek Building Block WHO, Subsistem SKN dalam Perpres No.72 

Tahun 2012, & Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 

Building Block WHO Subsistem SKN Area Reformasi SKN

Dihartawan@umj.ac.id
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Area 1. Pendidikan & Penempatan Tenaga Kesehatan

1. Tujuan area reformasi

 Meningkatkan jumlah lulusan nakes yg berkualitas

 Meningkatkan pemerataan distribusi nakes termasuk di daerah sulit akses faskes

 Meningkatkan kompetensi nakes & mengembangkan system penghargaan

2. Strategi kunci

 Beasiswa wajib penempatan •  Perekrutan massal nakes

 Peningkatan kualitas Pendidikan nakes

 Inovasi Pendidikan dokter Sp. •  Redistribusi nakes di kab/kota

 Inovasi pendayagunaan nakes •  Sistem pengembangan karir & reward

 Pendidikan kedinasan •  Task Shifting nakes di wilayah sulit akses

 Perluasan kapasitas prodi nakes langka
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Area 2. Penguatan Fasilitas Kesehatan Tk.1

1. Tujuan area reformasi

 Memperkuat fungsi pelayanan Kesehatan dasar dan promotif-preventif

 Memastikan bahwa FKTP memenuhi standar sarpras dan SDM kesehatan

2. Strategi kunci

 Mandatory pelaksanaan Puskes sbg Pembina wilayah & fungsi prom-prev

 Pembangunan Puskes di kec tanpa Puskes

 Pemenuhan 9 nakes & non-nakes

 Penyempurnaan system akreditasi FKTP
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Area 3. Peningkatan Kapasitas RS & YanKes di daerah
tertinggal, Perbatasan & Kepulauan

1. Tujuan area reformasi

 Memeratakan akses thd pelayanan RS di seluruh wil RI

 Mengembangkan system rujukan berbasis kompetensi utk perawatan tertentu

 Mengembangkan inovasi pelayanan Kesehatan di daerah sulit akses

2. Strategi kunci

 Peningkatan rasio TT RS per penduduk

 Sistem rujukan berbasis kompetensi & system rujukan khusus kepulauan

 Pemerataan RS rujukan Nasional

 Pengembangan layanan unggulan RS

 Inovasi flying health care dan RS Kapal

 Perluasan sister hospital
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Area 4. Kemandirian Farmasi & Alat Kesehatan

1. Tujuan area reformasi

 Meningkatkan kesiapsiagaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri 

terutama dalam kondisi darurat

2. Strategi kunci

 Riset & regulasi pemanfaatan sediaan farmasi & alkes dalam negeri

 Pengembangan produk sediaan farmasi bersertifikat halal

 Produksi sediaan farmasi dan alkes dalam negeri

 Standarisasi dan sertifikasi alkes dalam negeri

Dihartawan@umj.ac.id
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Area 5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan

1. Tujuan area reformasi

 Peningkatan kualitas dan kapasitas surveilans terutama system informasi, 

laboratorium dan SDM

 Peningkatan kapasitas pengawasan pintu masuk negara

 Peningkatan kesiapsiagaan untuk merespon pandemi

2. Strategi kunci

 Surveilans penyakit terpadu, realtime & berbasis laboratorium serta masyarakat

 Perluasan jejaring, mekanisme rujukan & peningkatan kualitas laboratorium

 Peningkatan kapasitas tenaga & pemenuhan sarpras lab & BMHP

 Pemenuhan sarpras & SDM di pintu masuk negara (KKP) sesuai standar kelas

 Pengembangan kesiapsiagaan dan readiness system di masa pandemi
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Area 6. Pengendalian Penyakit & Perluasan Imunisasi

1. Tujuan area reformasi

 Memperluas antigen dan cakupan imunisasi

 Inovasi perluasan penemuan kasus penyakit

 Mengembangkan inovasi pengobatan dan mekanisme kepatuhan pengobatan

2. Strategi kunci

 Perluasan cakupan dan pengingat imunisasi

 Register imunisasi

 Perluasan antigen imunisasi

 Inovasi dan perluasan penemuan kasus penyakit

 Inovasi pengobatan penyakit
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Area 7. Inovasi Pembiayaan Kesehatan

1. Tujuan area reformasi

 Mengambangkan mekanisme pembiayaan pelayanan Kesehatan

 Meningkatkan kualitas penganggaran Kesehatan

 Meningkatkan efektifitas JKN dlm pencapaian target pembangunan kesehatan

2. Strategi kunci

 Pengembangan skema DAK berbasis kinerja •  Kemandiria RS

 Pengembangan pembiayaan UKM •  Kontrak pelayanan

 Pengembangan mekanisme fund channeling ke Lembaga non-pemerintah

 Kompensasi BPJS-K •   Kapasitas berbasis kinerja

 Cast-sharing BPJS-K

 Peningkatan cakupan kepesertaan JKN
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Area 8. Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Tujuan area reformasi

 Menguatkan digitalisasi pelayanan Kesehatan

 Revitalisasi upaya Kesehatan berbasis masyarakat

2. Strategi kunci

 Digitalisasi pelayanan (termasuk telemedicine)

 Integrasi system informasi dan single

 Entry data puskesmas & RS

 Pengembangan data rutin dan data berbasis individu

 Revitalisasi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)

Dihartawan@umj.ac.id
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 Promosi kesehatan/pendidikan kesehatan merupakan 
cabang dari ilmu kesehatan yang mempunyai dua sisi, 
yakni sisi ilmu dan sisi seni. 

 Dilihat dari sisi seni, yakni praktisi atau aplikasi 
pendidikan kesehatan adalah merupakan penunjang 
bagi program-program kesehatan lain. segera 
dilaksanakan dan kalau tidak segera dilaksanakan akan 
menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.
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 Ini artinya bahwa setiap program kesehatan yang telah 
ada misalnya pemberantasan penyakit menular/tidak 
menular, program perbaikan gizi, perbaikan sanitasi 
lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, program 
pelayanan kesehatan dan lain sebagainya sangat perlu 
ditunjang serta didukung oleh adanya promosi 
kesehatan.
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 Promosi kesehatan bukanlah hanya proses penyadaran 
masyarakat atau pemberian dan peningkatan 
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, 
akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk dapat 
memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku 
masyarakat. 

 Artinya bahwa promosi kesehatan adalah program-
program kesehatan yang dirancang untuk membawa 
perubahan (perbaikan), baik di dalam masyarakat 
sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Dihartawan@umj.ac.id
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 Dengan demikian bahwa promosi kesehatan adalah 
kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, 
organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk 
perubahan lingkungan dan perilaku yang 
menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson,1998). 
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 VISI dari promosi kesehatan adalah :

� meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan sehingga produktif secara 
ekonomi maupun sosial, serta adanya pendidikan kesehatan di 
semua program kesehatan. 

 Dalam  rangka mencapai keberhasilan visi tersebut, 
terdapat beberapa misi promosi kesehatan sebagai 
upaya untuk merealisasikannya, salah satunya itu 
adalah melakukan advokasi.
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 Advokasi di sini ditujukan kepada para pengambil keputusan 
atau pembuat kebijakan. 

 Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana 
yang ditujukan kepada para penentu kebijakan dalam rangka 
mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik. 

 Advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para 
pembuat keputusan (decission maker) agar dapat 
mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang 
ditawarkan perlu mendapat dukungan melalui kebijakan 
atau keputusan-keputusan.Dihartawan@umj.ac.id 70

 Advoksai secara harfiah berarti pembelaan, sokongan 
atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai 
permasalahan. 

 Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum 
atau pengadilan. 

 Menurut Johns Hopkins (1990) advokasi adalah usaha 
untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui 
bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. 
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 Istilah advokasi di bidang kesehatan mulai digunakan 
dalam program kesehatan masyarakat pertama kali 
oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi 
global Pendidikan Kesehatan atau Promosi Kesehatan. 

 Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap 
orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh 
terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan 
yang dilaksanakan. 
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 Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah 
para pemimpin atau pengambil kebijakan (policy 
makers) atau pembuat keputusan (decision makers) 
baik di institusi pemerintah maupun swasta.

 Advokasi terhadap kesehatan merupakan sebuah upaya 
yang dilakukan orang-orang di bidang kesehatan, 
utamanya promosi kesehatan, sebagai bentuk 
pengawalan terhadap kesehatan.
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 Advokasi ini lebih menyentuh pada level pembuat
kebijakan, bagaimana orang-orang yang bergerak di 
bidang kesehatan bisa mempengaruhi para pembuat
kebijakan untuk lebih tahu dan memerhatikan
kesehatan. 

 Advokasi dapat dilakukan dengan mempengaruhi para 
pembuat kebijakan untuk membuat peraturan-
peraturan
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 yang bisa berpihak pada kesehatan dan peraturan 
tersebut dapat menciptakan lingkungan yang dapat 
mempengaruhi perilaku sehat dapat terwujud di 
masyarakat (Kapalawi, 2007).

 Melalui advokasi, promosi kesehatan masuk ke wilayah 
politik. Agar pembuat kebijakan mengeluarkan 
peraturan yang menguntungkan kesehatan. 
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 Advokasi adalah suatu cara yang digunakan guna 
mencapai suatu tujuan yang merupakan suatu usaha 
sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan 
mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan 
publik secara bertahap maju.

 Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting, 
sehingga komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan 
memerlukan kiat khusus.
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Jelas (clear) : 

√ pesan yang akan disampaikan kepada sasaran harus disusun 
sedemikian rupa sehingga jelas, baik isinya maupun bahasa 
yang digunakan.

� Benar (correct) : 

√ apa yang disampaikan (pesan) harus didasarkan kepada 
kebenaran.
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Konkret (concrete) : 

√ apabila petugas kesehatan dalam advokasinya mengajukan 
usulan program yang dimintakan dukungan dari pembuat 
kebijakan yang terkait, maka harus dirumuskan dalam 
bentuk yang kongkrit (bukan kira-kira) atau dalam bentuk 
operasional.
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Lengkap (complete) : 

√ timbulnya kesalah-fahaman atau missed-communication adalah 
karena belum atau tidak lengkapnya pesan yang disampaikan 
kepada orang lain.

� Ringkas (concise ) : 

√ pesan komunikasi harus lengkap, tetapi padat, tidak bertele-tele.

Dihartawan@umj.ac.id
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Meyakinkan (convince) : 

√ agar komunikasi advokasi dapat diterima oleh para pembuat 
kebijakan, maka penyampaiannya harus meyakinkan.

� Kontekstual (contextual) : 

√ advokasi kesehatan hendaknya bersifat kontekstual, artinya 
pesan atau program yang akan di advokasikan harus diletakkan 
atau dikaitkan dengan masalah pembangunan daerah ybs.
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Berani (courage) : 

√ seorang petugas kesehatan yang akan melakukan advokasi 
kepada para pembuat kebijakan, harus mempunyai keberanian 
berargumentasi dan berdiskusi dengan para pejabat ybs.

� Hati – hati (coutious) : 

√ meskipun berani, tetapi harus berhati-hati dan tidak boleh keluar 
dari etika berkomunikasi, hindari sikap ”menggurui”.
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Sopan (courtous) : 

√ di samping hati-hati, advokator harus bersikap sopan; baik sopan 
dalam tutur kata maupun penampilan fisik, termasuk cara 
berpakaian.
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 Upaya advokasi dalam pembangunan kesehatan yang 
dilakukan adalah bertujuan untuk :

� Agar kesehatan menjadi arus utama dalam pembangunan 
nasional.

� Agar pembangunan kesehatan tidak lagi di anggap hanya sebagai 
sektor pinggir.

� Agar sektor kesehatan tidak dianggap sebagai sektor yang hanya 
menghabiskan anggaran.

� Implementasi dari “Health for All”. 
Dihartawan@umj.ac.id
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 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

a. Komitmen politik ( Political commitment )

�Komitmen politik dalam hal ini para pembuat keputusan atau 
penentu kebijakan dapat diwujudkan dengan penyataan dari 
pejabat eksekutif maupun legislatif mengenai dukungan atau 
persetujuan terhadap isu-isu kesehatan.
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 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

b. Dukungan kebijakan ( Policy support )

�Setelah adanya komitmen politik dari para eksekutif,  maka perlu 
ditindak-lanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan 
untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen 
politik tersebut. 
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 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

c. Penerimaan sosial (Social acceptance )

�Komitmen politik dan dukungan kebijakan dari eksekutif dan 
legislatif tadi, perlu di-sosialisasikan untuk memperoleh dukungan 
masyarakat.  

�Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh 
masyarakat. Tokoh masyarakat (formal dan informal) mempunyai 
peranan yang penting dalam sosialisasi, agar program dapat 
diterima di masyarakat. Dihartawan@umj.ac.id 86

 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

d. Dukungan sistem ( System support )

�Agar suatu program kesehatan berjalan baik, maka perlunya 
tercipta sebuah lingkungan dan system (mekanisme) yang 
mendukung terlaksananya suatu program secara efektif dan 
efisien. 
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 Dalam rangka melakukan sebuah advokasi terhadap pihak 
yang bersangkutan, terdapat beberapa metode/teknik yang 
dapat digunakan. 

 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Lobi politik (political lobiying)

√ Lobi adalah berbincang – bincang secara informal dengan para 
pejabat untuk mengimpormasikan dan membahas masalah dan 
program kesehatan yang akan dilaksanakan.
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 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Seminar / presentasi

√ Seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas 
program dan lintas sektor. 

√ Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah 
kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta 
rencana program pemecahannya, diperoleh komitmen dan 
dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan.
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 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Media

√ melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media 
khususnya media massa. 

√ Melalui media cetak maupun media elektronik permasalahan 
kesehatan disajikan baik dalam bentuk lisan, artikel, berita, 
diskusi, penyampain pendapat, dan sebagainya.
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 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Perkumpulan peminat (asosiasi)

√ Asosiasi atau perkumpulan orang – orang yang mempunyai minat 
atau interes terhadap permasalahan tertentu atau perkumpulan 
propesi , juga merupakan bentuk advokasi.

Dihartawan@umj.ac.id

91

1. Penetapan tujuan advokasi. 

� Sering sekali masalah kesehatan masyarakat sangat kompleks 
karena banyak faktor yang saling berpengaruh. 

� Agar upaya advokasi dapat berhasil tujuan, advokasi perlu dibuat 
lebih spesifik.

2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi. 

� Adanya data dan riset untuk pendukung sangat penting agar 
keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar.
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3. Identifikasi khalayak sasaran advokasi. 

� Apabila isu, tujuan, dan upaya advokasi telah disusun, upaya 
advokasi harus ditunjukan bagi kelompok yang dapat membuat 
keputusan dan idealnya ditujukan bagi orang yang berpengaruh 
dalam pembuatan keputusan.

4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi.

� Khalayak sasaran berbeda bereaksi tidak sama atas pesan yang 
berbeda. Seorang tokoh politik mungkin termotivasi kalau dia 
mengetahui bahwa banyak dari konstituen yang diwakilinya peduli 
terhadap masalah tertentu.Dihartawan@umj.ac.id
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5. Membangun koalisi. 

� Sering kali kekuatan sebuah advokasi dipengaruhi oleh jumlah 
orang atau organisasi yang mendukung advokasi tersebut. 

� Hal ini sangat penting dimana situasi dinegara tertentu sedang 
membangun masyarakat demokratis dan advokasi merupakan 
suatu hal yang relatif baru.

6. Membuat persentasi yang persuasif. 

� Kesempatan untuk mempengaruhu khalayak sasaran kunci sering 
sekali terbatas waktunya.
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7. Penggalangan dana untuk advokasi. 

� Semua kegiatan termasuk upaya advokasi memerlukan dana.

8. Evaluasi upaya advokasi. 

� Untuk menjadi advokator yang tangguh diperlukan umpan balik 
berkelanjutan serta evaluasi atas upaya advokasi yang telah 
dilakukan.
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 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

1. Identifikasi dan analisis masalah atau isu 

� Masalah atau isu advokasi perlu dirumuskan berbasis data atau 
fakta. Data sangat penting agar keputusan yang dibuat 
berdasarkan informasi yang tepat dan benar. 

� Data berbasis fakta sangat membantu menetapkan masalah, 
mengidentifikasi solusi dan menentukan tujuan yang realistis. 
Adanya data dan fakta yang valid seringkali menjadi argumen 
yang sangat persuasive.
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 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

2. Identifikasi dan analisis kelompok sasaran

� Sasaran kegiatan advokasi ditujukan kpd para pembuat 
keputusan aau penentu kebijakan, baik di bidang kesehatan 
maupun di luar sektor kesehatan yg berpengaruh thd publik. 

� Tujuannya agar para pembuat keputusan mengeluarkan 
kebijakan, UU, dan instruksi yang menguntungkan kesehatan. 

� Perlu ditetapkan siapa saja yang menjadi sasaran, mengapa perlu 
di advokasi, apa kecenderungannya, dan apa harapan kepadanyaDihartawan@umj.ac.id
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 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

3. Menyiapkan dan mengemas bahan informasi

� Tokoh politik mungkin termotivasi keputusan jika mereka 
mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. 

� Oleh sebab itu, penting untuk diketahui pesan atau informasi apa 
yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat 
keputusan yang mewakili kepentingan advokator. 
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3. Menyiapkan dan mengemas bahan informasi… cont’d

� Kata kunci untuk bahan informasi ini adalah informasi yang akurat, 
tepat dan menarik. 

√ Informasi minimal memuat rumusan masalah yg dibahas, latar 
belakang masalahnya, alternative mengatasinya, usulan peran atau 
tindakan yg diharapkan, dan tindak lanjut penyelesaiannya. 

√ Bahan informasi juga minimal memuat tentang 5W 1H tentang 
permasalahan yg diangkat.

√ Dikemas menarik, ringjkas, jelas dan mengesankan.

√ Menyertakan data pendukung, ilustrasi contoh, gambar dan baganDihartawan@umj.ac.id
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 Beberapa pertimbangan dalam menetapkan bahan informasi 
ini meliputi :

4. Rencanakan teknik atau kegiatan operasional.

� Beberapa teknik atau kegiatan operasional advokasi dapat 
meliputi konsultasi, lobi, pendekatan atau pembicaraan 
formal/informal terhadap para pembuat keputusan, negosiasi, 
dan seminar-seminar kesehatan.
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 Beberapa pertimbangan dalam menetapkan bahan informasi 
ini meliputi :

5. Laksanakan kegiatan pantau dan evaluasi serta tindak lanjut.

� Upaya advokasi selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai 
rencana yang telah disusun, memantau dan mengevaluasi, serta 
melakukan tindak lanjut. 

� Evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan serta 
menyempurnakan dan memeperbaiki strategi advokasi. Untuk 
menjadi advokat yang tangguh, diperlukan umpan balik 
berkelanjutan dan evaluasi terhadap upaya advokasi yang telah 
dilakukan. 

Dihartawan@umj.ac.id
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 Meyakinkan para pembuat kebijakan dan pembuat 
keputusan terhadap pentingnya program kesehatan tidaklah 
mudah, memerlukan argumentasi yang kuat. 

 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Credible :

√ adalah suatu sifat pada seseorang atau institusi yang 
menyebabkan orang atau pihak lain mempercayainya.
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 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Layak (feasibel) :

√ artinya program yang diajukan tersebut baik secara teknik, politik, 
maupun ekonomi dimungkinkan atau layak.

� Relevan (relevant) : 

√ program yang diajukan tersebut paling tidak harus mencakup 2 
kriteria, yakni; memenuhi kebutuhan masyarakat, dan benar-
benar memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat.
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 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Penting dan mendesak (urgent) : 

√ artinya program yang diajukan harus mempunyai urgensi yang 
tinggi; harus segera dilaksanakan dan kalau tidak segera 
dilaksanakan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

� Prioritas tinggi (high priority) : 

√ artinya program yang diajukan tersebut harus mempunyai 
prioritas yang tinggi. 
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 Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk 
menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi 
masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang 
diperkirakan merugikan masyarakat. 

 Advokasi dalam kesehatan merupakan sebuah upaya yang 
dilakukan oleh orang-orang di bidang kesehatan, utamanya 
promosi kesehatan, sebagai bentuk pengawalan terhadap 
kesehatan.
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 Tujuan utama dari dilakukan advokasi dalam bidang 
kesehatan adalah agar sektor kesehatan menjadi arus 
utama dalam pembangunan nasional. 

 Dalam rangka melakukan advokasi beberapa metode dapat 
digunakan seperti lobi politik, seminar, media advokasi dan 
asosiasi.

 Hal yang terpenting dalam melakukan sebuah advokasi 
adalah apa yang disajikan oleh para advokator kepada para 
pembuat kebijakan dan pembuat keputusan. 
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 Bagaimana mereka meyakinkan pihak yang bersangkutan 
melalui sajian informasi yang akurat, lengkap, konkret, 
benar dan jelas adanya. 

 Serta bagaimana mereka menciptakan kesan persuasif 
sehingga para pembuat kebijakan tertarik terhadap apa 
yang mereka sajikan. 

Dihartawan@umj.ac.id
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PendekatanPolitik
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 Secara lebih operasional, WHO1 memberi pengertian 
berikut:

� "advocacy is a combination on individual and social action design to 
gain political commitment, policy support, social acceptance and 
systems support, for particular health goal or programme. Such 
action may be taken by and on behalf of individual and group to 
create living condition which are condusive to health and the 
achievement of healthy life style".
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 Jadi, advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau 
kegiatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen 
politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya 
sistem yang mendukung suatu program atau kegiatan
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 Kemampuan untuk mempengaruhi stakeholders agar mendukung 
ide-ide kita, dalam hal ini kepentingan pembangunan kesehatan, 
sesungguhnya suatu seni (art) yang memerlukan pengetahuan dan 
pemahaman yang bersifat multidisipliner. 

 Keberhasilan mempengaruhi ini akan semakin sulit apabila aktor-
aktor lain juga mempunyai kepentingan sendiri dengan argumentasi 
masing-masing. 

 Secara realitas akan terjadi perebutan antarindividu dalam unit 
satuan organisasi, antar organisasi dalam satu sektor, bahkan 
antarsektor
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 Agar isu atau pilihan kebijakan yang kita angkat 
mendapatkan komitmen politik dan dukungan kebijakan 
(making-sense), maka dalam hubungan antara advokator 
dan stakeholders pada proses advokasi perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut.1,5

� Latar Belakang 

√ Penerima Advokasi Sebagaimana sudah disebut di depan bahwa 
advokasi untuk kebijakan, pada dasarnya adalah mempengaruhi 
stakeholders agar ia atau mereka mau menuruti kehendak atau 
kemauan kita. 
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√ Agar pesan yang kita sampaikan dapat legitimate di mata 
stakeholders, isi pesan dan bahasa haruslah disesuaikan dengan cara 
pandang (mental model) dari penerima advokasi. 

√ Mental model seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pribadi (pendidikan, pengalaman hidup, kepribadian, agama, ideologi, 
dan kepentingan seseorang) penting untuk diperhatikan agar kita 
mampu menyesuaikan isi pesan dan bahasa agar mampu   membujuk 
penerima advokasi. 

√ Misalnya, untuk mempengaruhi bupati atau walikota dengan latar 
belakang seorang ekonom, maka ada baiknya pesan "dibungkus" 
dengan bahasa ekonomi.
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� Isi Pesan

√ Isi pesan harus diformulasikan sedemikian rupa, sehingga mampu
membujuk sasaran advokasi. 

√ Isi pesan haruslah menunjukkan fact finding  yang meyakinkan, 
disajikan secara lugas, tetapi harus tetap menjaga validitas data. 

√ Misalnya, dalam advokasi program stop rokok, kita bisa
mempengaruhi pemerintah dengan menunjukkan data berapa
kerugian sosial akibat sakit karena perilaku merokok. 

√ Kalau kita mampu menunjukkan data bahwa biaya kerugian akibat
industri rokok melampaui manfaatnya, maka data tersebut akan
ampuh untuk mendukung kebijakan program stop rokok.Dihartawan@umj.ac.id
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� Bahasa

√ Dalam konteks bahasa, tidak hanya menyangkut pemilihan bahasa 
dalam artian yang sebenarnya tetapi juga menyangkut pemilihan 
senjata yang tepat untuk sasaran advokasi yang tepat pula. 

√ Yang dimaksud memilih "senjata" yang tepat di sini adalah 
bagaimana cara mengemas informasi sedemikian rupa, sehingga 
informasi yang disampaikan dapat legitimate dalam perspektif atau 
cara pandang penerima advokasi. 
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� Bahasa

√ Sebagai contoh, mempengaruhi Pemda untuk mengalokasikan 
pembiayaan yang lebih besar pada program upaya kesehatan 
masyarakat, maka analisis biaya-manfaat upaya Kesehatan 
masyarakat versus upaya kesehatan perorangan, akan lebih 
mampu meyakinkan legislatif dan eksekutif daripada dengan 
analisis kematian dan kesakitan.
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 Sumber atau Pembawa Pesan

� Untuk menyampaikan gagasan atau informasi yang menyangkut 
perubahan kebijakan, perlu memanfaatkan narasumber yang 
kredibel, sehingga mampu membius penerima advokasi. 

� Misalkan, dalam rangka perubahan kebijakan dari rumah sakit tipe 
birokrasi menuju rumah sakit swadana, maka health economist dari 
luar dapat dijadikan narasumber untuk mempengaruhi legislatif dan 
eksekutif. 

� Para ahli dari luar bisanya akan lebih diapresiasi daripada ahli dari 
dalam institusi.
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 Format atau forum

� Beberapa format dipilih untuk melakukan advokasi dalam rangka 
perubahan kebijakan atau pembahasan isu tertentu. 

� Misalkan, seminar atau presentasi, lobi, negosiasi, penggunaan 
media, atau melalui asosiasi peminat.
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 Waktu dan Tempat

� Untuk menyampaikan pesan dalam format informal (lobi misalnya), 
harus diperhatikan pemilihan waktu dan tempat yang tepat. 

� Dalam hal ini, mempelajari kebiasaan-kebiasaan dan minat dari 
penerima advokasi adalah penting untuk mendapatkan waktu dan 
tempat yang tepat. 
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 Berkaitan dengan posisi stakeholders terhadap isu atau 
agenda yang kita angkat, maka stakeholders dapat 
dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

� Pembuat keputusan (stakeholders kunci)

� Beneficiaries (stakeholders primer) 

� Mitra (stakeholders sekunder)

� Musuh/lawan

Dihartawan@umj.ac.id
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 Pembuat keputusan atau stakeholders kunci adalah

� mereka yang mempunyai otororitas untuk bertindak melakukan 
perubahan atau menetapkan kebijakan baru. 

 Beneficiaries atau stakeholders primer

� adalah individu atau kelompok-kelompok yang memperoleh 
manfaat secara langsung dari hasil kegiatan advokasi. Jika 
dimobilisasi dengan tepat, stakeholders primer merupakan 
advokator yang paling kredibel dan meyakinkan
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 Mitra atau stakeholders sekunder adalah

� mencakup semua individu, kelompok dan organisasi yang 
mempunyai pandangan atau posisi sama, dan siap bergabung 
dalam suatu koalisi untuk membela suatu isu atau agenda tertentu.

Dihartawan@umj.ac.id

123

 Musuh atau lawan adalah 

� individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki sikap dan 
pemahaman yang bertentangan dengan agenda (program) 
advokasi kita. 

� Cara sederhana untuk mengidentifikasi musuh dalam advokasi, 
bukannya melihatnya sebagai musuh secara  terangterangan, 
melainkan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki 
keyakinan dan sikap yang berbeda dengan agenda advokasi kita. 

� Ketidaksepahaman ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun 
argumen-argumen advokasi kita.
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 Dalam menyusun rencana aksi advokasi, langkah-langkah 
berikut dapat digunakan:

� Identifikasi atau review data dan hasil penelitian, yang berimplikasi 
kebijakan, yang akan kita angkat,

� Tentukan instrumen kebijakan publiknya,

� Petakan posisi stakeholders terhadap agenda kita, termasuk peta 
kekuatan dan tujuan overt/covert-nya, 

� Susun rencana aksi yang meliputi format, pengemasan bahasa, dan 
waktu yang tepat.
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 Advokasi pembangunan kesehatan pada tingkat pusat maupun 
tingkat daerah memerlukan pendekatan multiperspektif dan 
komprehensif, guna meyakinkan stakeholders (sense-making dan 
legitimating). 

 Selanjutnya, diharapkan melakukan aksi untuk mendukung agenda 
advokasi kita. 

 Dari berbagai pendekatan yang bersifat multiperspektif tersebut, 
maka pendekatan politik dapat dianggap sebagai muara dari seluruh 
pendekatan untuk memenangkan kepentingan agenda kita.
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� Disuatu desa dimana terdapat puskesmas X dengan jumlah pengunjung 

yang datang pada tanggal 04 November 2012 sebanyak 50 orang untuk 

mengikuti kegiatan penyuluhan

pencegahan demam berdarah. Masyarakat Desa yang datang untuk 

mengikuti kegiatan promosi kesehatan di puskesmas sebagian besar 

adalah orang dewasa usia sekitar 20 – 50 tahun yang berpendidikan

Dihartawan@umj.ac.id
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� SMA, sebagian masyarakat berpenghasilan dari bertani dan Ibu rumah 

tangga. Di puskesmas X sudah terdata jumlah penduduk yang menderita 

demam berdarah 15 orang pada bulan Oktober 2012 yang terdiri dari 10 

orang dewasa dan 5 orang anak, yang mana akibat dari penyakit demam 

berdarah tersebut ada 3 orang yang meninggal yaitu 2 orang anak, dan 1 

orang dewasa.
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 Prinsip promosi kesehatan berdasarkan kasus diatas dengan 

menggunakan prinsip yaitu :

1. Empowerment ( pemberdayaan) :

� yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 
kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakkan yang 
mempengaruhi kesehatan mereka.

2. Partisipative ( partisipasi) :

� yaitu dimana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan 
keputusan.
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

� 1. Advokasi

√ Melakukan pendekatan terdahulu dengan para pejabat untuk 
memberikan bantuan di puskesmas X dalam mencegah demam 
berdarah dengan menunjukkan data yang ada kepada para pejabat.

√ Intervensi yang dilakukan : Melakukan dialog, diskusi kepada para 
pejabat untuk mendukung penyuluhan yang akan dilakukan dan 
memberikan bantuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

√ Hasil yang diharapkan :

 pejabat sektor mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan 
demam berdarah

 adanya bantuan dana dari pejabat untuk memberikan obat abate 
kepada masyarakat secara gratis

 adanya ketentuan yang ditetapkan untuk kegiatan fogging rutin 
didaerah desa
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

2. Dukungan sosial

√ Mendekati para tokoh masyarakat mengumpulinya dan melakukan 
bimbingan serta pengajaran kepada tokoh masyarakat agar dapat 
diberikan informasinya kepada para masyarakat didaerah desa tersebut.

3. Intervensi : 

√ kegiatan yang dilakukan kepada tokoh masyarakat sebelum penyuluhan 
memberikan bimbingan akan pencegahan demam berdarah,
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 Hasil yang diharapkan : 

� bimbingan yang diberikan kepada tokoh masyarakat dapat berbagi 
kepada masyarakat sehingga mendukung jalanya penyuluhan nantinya
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3. Pemberdayaan masyarakat

√ Pemberdayaan yang dilakukan dengan sumber dayanya adalah 
masyarkat sendiri yang mana nantinya tampak akan prilakunya untuk 
melakukan informasi yang telah diterima.

√ Intervensi : Melakukan kegiatan penyuluhan tentang materi 
pencegahan demam berdarah, membagikan bubuk abate yang telah 
diberi dan oleh pejabat sektor, serta memberikan informasi tentang 
fogging kepada masyarakat
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�Hasil yang diharapkan :

√ Masyarakat dapat paham akan materi pencegahan demam berdarah

√ Masyarakat dapat melakukan kegiatan menguras air, mengubur 
sampah yang dapat menampung air, dan menutup air tampungan 
dirumah.

√ Menggunakan bubuk abate dirumah untuk membunuh jentik nyamuk 
aedes aqepty

√ Mengetahui tentang jadwal fogging yang akan diprogram nanti.

Dihartawan@umj.ac.id

135

 Metode yang digunakan dalam promosi kesehatan dalam kasus adalah 
ceramah dan diskusi di dalam kelompok masyarakat. 

 Media dalam promosi kesehatan demam berdarah yang diambil kelompok 
adalah media poster.

 Poster pencegahan demam berdarah yang dapat ditemui menempel 
didinding atau tempat-tempat umum seperti di puskesmas, rumah sakit, 
atau dilingkungan rumah. 

 Ukuran poster biasanya 50-60 cm biasanya dalam satu poster hanya 
mempunyai satu tema poster.
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Penyakit Akibat Kerja / 
Kecelakaan Akibat Kerja
Upaya Pencegahan dan 
Pengelolaannya

Agenda
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Konsep Dasar 
Kesehatan 
Kerja

 Hippocrates (400 BC) 

 Pliny the Elder (AD 23-79)

 Agricola (1494-1555) Paracelcus (1493-1541)

 Bernardino Ramazzini (1663-1714),
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 Addresses the two way relationship between work and 
health;

 ILO/WHO: The promotion and maintenance of the highest 
degree of physical, mental and social well-being of workers 
in all occupation;

 The main emphasis is on prevention of occupational 
diseases and promotion of the worker’s health.

� To identify

� To ensure

� To provide
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FOUR KEY OCCUPATIONAL HYGIENE TASKS

RECOGNITION of substance health hazards and risks from  work

MEASUREMENT of substances in the health environment

EVALUATION of health risk factors and assessment of risks

CONTROL of risks using measures which are ‘reasonably practicable’

With
Preventive
Component
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1.

2.

3.

4.

5.

• 270 million accidents

• 160 million occupational diseases

• 360,000 fatalities

• 4% of gross national  

product is lost

• ILO estimates of work-related death in the year 2000 : 

1.9 – 2.3 Million !!!!!
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17%

32%

7%

23%

1%

1%

8%

19 %

CommunicableDiseases Cancer
Respiratory Diseases Circulatory Diseases
Mental Disorder Digestive System Diseases
Genitourinary system disorder Accidents and Violence

37%

16%
13%

11%

10%

9%

2% 2%

Back Injury

Hearing LossPPOK

Asma

Accident

Lung Cancer

Leukemia
Lain-lain

PPOK = Penyakit Paru Obstruktif Kronik
P.A.K = Penyakit Akibat Kerja
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Facts about :
Hazard in the workplace

Disetiap pekerjaan,  berhadapan 

dgn berbagai jenis hazards

Dalam berbagai bentuk (kimiawi, 

fisik, biologis, psikologis, ergonomis, 

dsb).

PAK / injury menjadi permasalahan 

serius akibat banyaknya potential 

hazard dan kurangnya perhatian baik 

dari pengusaha maupun pekerja 

sendiri.

 Meluasnya permasalahan PAK didunia, 

akibat dari :

• Di negara berkembang, jumlah kasus

yang nyata jauh lebih besar daripada

yang di laporkan;

• Jumlah kasusnya sendiri meningkat

baik di negara maju maupun

berkembang;

• Penyebabnya sering sulit

diidentifikasikan;

OHS 
Program in 

the 
workplace 

Menyeluruh terhadap 

semua faktor bahaya 

(hazard) di tempat kerja

Target utamanya adalah 

MENCEGAH, daripada 

mengoreksinya setelah 

terjadi.

Permenakertranskop 

No.1 Tahun 1976

Komitmen Pengusaha 

serta partisipasi pekerja 

yang kuat merupakan 2 

elemen esensial untuk 

keberhasilan program di 

tempat kerja.

Program pencegahan 

yang efektif adalah 

bilamana dimulai sejak 

awal proses kerja.

Program training di 

bidang HSE sangat 

membantu pekerja untuk 

mengenal secara dini 

segala gejala potensial 

PAK.

Comprehensiveness
Proactive >< Reactive

Start from beginning

Strong Commitment

Training
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Kesehatan dan 
Keselamatan
Kerja di Instalasi
Kesehatan
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Permasalahan dapat datang dari aspek berikut :

Lingkungan kerjaBeban kerjaKapasitas kerja

! Kecelakaan Kerja, PAK 

dan PAHK

! Kelelahan akibat shift 

malam 15-20% 

Gangguan tidur , 

gangguan pencernaan, 

beban psikis => stres

! 30-40 % Angkatan Kerja 

KKP

! 30 % anemia gizi

! 35 % < Fe Tanpa 

anemia

! Kerja tambahan 

menurunkan 

Produktifitas dan 

meningkatkan 

kecelakaan
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BISING/ GETARAN

PENCAHAYAAN

IKLIM KERJA

RADIASI/ GEL. ELEKTROMAGNETIK
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 Merupakan Upaya Pencegahan

standar diantaranya adalah

(Universal Precaution) :

• Cuci tangan dengan air bersih yg

mengalir atau dengan larutan

alkohol
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 Pembuangan jarum suntik dan benda tajam

Apabila percikan terjadi :

 Kulit :

• Cuci dengan air dan sabun

• Jangan menggunakan bahan pemutih

 Mata, hidung dan mulut :

• Bilas dengan air selama 10 menit

 Tertusuk jarum atau luka sayat :

• Cuci dengan air dan sabun

• Biarkan darah mengalir

• Gunakan pembalut
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 Pertimbangan Pencegahan Pascapaparan (Post-

exposure prophylaxis (PEP) :

 Menilai risiko:

• Sumber cairan atau benda

• Cara terpajan (tertusuk, terciprat)

• Status HIV /HBV/HCV dari sumber pajanan

 Tes HIV pada petugas kesehatan untuk data basis 

Imunisasi HBV atau kadar imunoglobulin

 Bila memberi pengobatan profilaksis, harus diberikan

dalam 1 – 2 jam sesudah terpajan

 CDC recommendations:

• Zidovudine (ZDV) and lamivudine (3TC)

• Lamivudine (3TC) and stavudine (d4T)

• Didanosine (ddI) dan stavudine (d4T)

 Pengobatan dilanjutkan untuk 4 minggu

 Medical followup
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PROMOTIF

PREVENTIVE

KURATIF

REHABILITATIF

PROMOTIF
PREVENTIF

KURATIF

REHABILITATIF
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PROMOTIF

PREVENTIF
KURATIF

REHABILITATIF

PROMOTIF

PREVENTIF

KURATIF
REHABILITATIF

MOTTO 

Pada penyakit akibat kerja

“Mencegah lebih baik dari pada mengobati”
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PROMOTIF

PREVENTIF

KURATIF

REHABILITATIF

PAK dan KAK
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Faktor Risiko di tempat 
kerja

Accident Penyakit Akibat Kerja 
(PAK)

Ada 2(dua) faktor yang berpengaruh :

Unsafe-Act (80%)

Unsafe Condition (20%)

MINOR INJURY

10

PROPERTY DAMAGE 
ACCIDENTS

30

INCIDENTS WITH NO VISIBLE 
INJURY OF DAMAGE

600

SERIUS OR MAJOR INJURY

1

Any reported injury 

less than serious

All types

Near-

Accidents or 

close calls

Includes disabling 

and serious injuries
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LOSSES

INSIDENT
IMMIDIATE

CAUSES

BASIC
CAUSESLACK OF

CONTROL

RESULT

Immediate Causes

UNSAFE CONDITIONS

UNSAFE ACTS

Contributing Causes

SAFETY
MANAGEMENT
PROGRAM

MENTAL
CONDITION
OF WORKERS

PHYSICAL 
CONDITION
OF WORKERS

A
C
C
I
D
E
N
T



dihartawan@umj.ac.id_IKAKOM - FKK UMJ 5/10/2023

dihartawan@umj.ac.id 34

The 6th Conferences of ASSE – ME
(American Society Safety Engineer – Middle East 2015)

Direct 

Insured 

Costs

Indirect 

Uninsured 

Costs 

Unknown Costs  

Unseen costs can 

sink the ship!

What do accidents cost your company?

Damage to products, plant, 

buildings, tools, equipment

Sick pay

Lost time

Extra wages, overtime, 

replacement workers

Production delays/loss

Fines & Courts costs

Loss of contracts

Legal costs/expenses

Clearing the site

Investigation time

Excess on any claim

Loss of business reputation
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69
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PAK  vs  PAHK ???

• (PAHK) : 
• Terjadi juga pada 

populasi penduduk, 

• Penyebab multifaktor, 

• Pemaparan di tempat
kerja mungkin salah satu
factor.

dihartawan@umj.ac.id 74
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Allergy & Sensitisation

Chemical Burns

Dermatitis

Faktor Risiko di tempat kerja

Accident

Ciri PAK  :

 Proses  lama. (timbulnya).

 No Point of return (tidak ada obatnya) cacat/fatal)

 UU Pencegahannya, penatalaksanaannya.

 UU (hak) Kompensasi.

 Proaktif vs Reaktif. (UU no.1 thn 1970)

 Instruksional , Leadership (keteladanan).

 Reputasi (hub. K-3 dengan Bisnis).

Penyakit Akibat Kerja 
(PAK)
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Pencegahan dan 
Pengelolaan PAK
(Penyakit Akibat Kerja)
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 Penyakit akibat kerja – Occupational Disease:

 Peny. yg berhub. dgn pekerjaan – Work Related Disease:

 Penyakit yang mengenai populasi pekerja – Diseases affecting 

working populations:
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Menegakkan 

Diagnosa Klinis

Mencari / 
menilai faktor 

risiko

Membuktikan hub. 
antara Pajanan dan 

penyakit

Menegakkan 

Diagnosa PAK

 Riwayat penyakit (menegakkan diagnosa)

 Riwayat pekerjaan (mencari pajanan)

 Pemeriksaan Klinis, Laboratoris, Radiologis, dst.

 Melalui walk-through survey, mencari faktor risiko

(fisik, kimiawi, biologis, psikososial, ergonomis dan life-

style).

 Pajanan yang dialami cukup besar

 Evaluasi peranan faktor individu.

 Cari adanya faktor lain diluar pekerjaan

 Dengan semua data diatas, diagnosa penyakit akibat 

kerja sudah dapat ditegakkan. 

Tetapkan diagnosa klinisLangkah – 1 :

Identifikasi paparan potensi risiko bahayaLangkah – 2 :

Cari hubungan antara langkah-2 dgn ggn kesehatan yg timbulLangkah – 3 :

Evaluasi dosis pajanan (mis : NAB)Langkah – 4 :

Cari peranan faktor individu/kerja dalam timbulnya PAK.Langkah – 5 :

Cari peranan faktor diluar kerja (non-Occupational factors).Langkah – 6 :

Tetapkan diagnosis PAKLangkah – 7 :
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• Tn. X, 45 tahun, bekerja sbg supir angkot sdh ± 25 thn.

• Datang dgn K.U nyeri dada sebelah kiri seperti ditusuk pisau.

• Keluhan ini baru dirasakan sekarang, sebelumnya tidak pernah.

• Riwayat pekerjaan sbg supir dgn pajanan jam kerja panjang, lingk. kerja panas, stres krn
lalu lintas macet dan setoran yg harus dipenuhi serta menjalani rute yg sama (6 - 8 x/hari, 
tgt lalu lintas), debu, dan gas CO dan timbal.

• RPK : Ayah meninggal mendadak (Infark Miokard?)

• Psikososial : Kebiasaan merokok, hipertensi tidak terkontrol.

• Fisik : BP : 150/95 mmHg, obesitas. 

• Dx : Nyeri dada c.q. IMA (Infark Miokard)

• Pertanyaan : PAK atau bukan ????

�Diagnosa Klinis

�PembuktianLangkah

– Nyeri dada (IMA).

� Identifikasi Potensi
Risiko

– CO, Benzen, Nox, Pb, 
– Stres psikologis terkait target setoran dan pendapatan, lalu lintas macet, lingk. 

panas, kebisingan, jam kerja panjang

�Hub Pajanan dgn
peny. Yg diderita

– CO: pajanan CO kronik me kan risiko kematian karena penyakit jantung. CO 
menyebabkan kerusakan fungsi endotel. 

– Benzene: Efek benzene pada sistem syaraf dan haematopoetik.
– Nitrogen dioxide: Afinitas nitrogen dioxide dgn hemoglobin sangat kuat.
– Timbal: tek.darah me dan fungsi ginjal . Hipertensi dan gangguan fungsi ginjal

dapat  peny. jantung.
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�Hub. Pajanan dgn
penyakit yg diderita
.. Cont’d

�PembuktianLangkah

– Lingk. panas: viskositas darah, krn dehidrasi, kerusakan endotelial  memudahkan
serangan koroner akut.

– Stres: dikaitkan dgn pe insiden IM.
– Jam kerja panjang : timbul IM akut krn perubahan aktivitas saraf simpatis yg akan

me Tek.Drh.

�Evaluasi dosis 
pajanan

– Jam kerja dari pukul 6.30 – 20.00  (+ 11 jam), dan berjalan selama kurang lebih 25 
tahun

�Cari faktor individu – RPK : kematian mendadak (krn IM?)
– Merokok, HT grade 1 tdk terkontrol, obesitas

�Cari faktor di luar
kerja

– Tdk memiliki pek. lain yg memungkinkan terpajan  bhn yg serupa (mis. sbg mekanik). 

�Tetapkan Dx PAK – IM (infark miokard) yg diperberat dan dicetuskan oleh pekerjaan
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Terapi Causal 
& 

Symptomatis

Isolasi  
penderita 

dari faktor 
penyebab

Kembangkan
program 
Control

# Terapi causal & symptomatis :

 Seperti pada penyakit umum lainnya, maka terapi PAK 
haruslah ditekankan kepada penyebab penyakit ( terapi
kausal ), dan disertai terapi simptomatis seperlunya.

# Isolasi penderita dari faktor pentebab :

 Mencegah penderitaan pekerja selalu berulang, karena
penyebabnya selalu ada di tempatnya bekerja, maka
perlu upaya memindahkan pekerja, dapat temporer atau
permanen, dibawah rekomendasi dari dokter yang 
merawatnya.

# Kembangkan program kontrol :

 Dengan tujuan menjauhkan faktor risiko dari pekerja, 
dapat dianggap sebagai terapi kausal adalah dengan
menghilangkan faktor penyebab – bilamana
memungkinkan - dari tempat kerja..
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% x UpahMacam cacad Tetap Sebagian

40
35
35
30
32
28
70
35
50
25
70
35
40
20

� Lengan kanan dari sendi bahu kebawah
� Lengan kiri dari sendi bahu kebawah
� Lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah
� Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah
� Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah
� Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah
� Kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah
� Sebelah kaki dari pangkal paha kebawah
� Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah
� Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah
� Kedua belah mata
� Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat
� Pendengaran pada kedua belah telinga
� Pendengaran pada sebelah telinga



dihartawan@umj.ac.id_IKAKOM - FKK UMJ 5/10/2023

dihartawan@umj.ac.id 50

PP no. 53 tahun 2012

% x UpahMacam cacad Tetap Sebagian

15
12
9
7
4
3

4,5
3,5
2

1,5
5
3
2

10-30
30

� Ibu jari tangan kanan
� Ibu jari tangan kiri
� Telunjuk tangan kanan
� Telunjuk tangan kiri
� Salah satu jari lain tangan kanan
� Salah satu jari lain tangan kiri
� Ruas pertama telunjuk kanan
� Ruas pertama telunjuk kiri
� Ruas pertama jari lain tangan kanan
� Ruas pertama jari lain tangan kiri
� Salah satu ibu jari kaki
� Salah satu jari telunjuk kaki
� Salah satu jari kaki lain
� Terkelupasnya kulit kepala
� Impotensi

% x UpahMacam cacad Tetap Sebagian

10
20
30
6
3
5
10
30
15
10

40
20
5

� Kaki memendek sebelah :
√ kurang dari 5 cm 10
√ 5 - 7,5 cm 20
√ 7,5 atau lebih 30

� - Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 db
� - Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 db
� - Kehilangan daun telinga sebelah
� Kehilangan kedua belah daun telinga
� Cacat hilangnya cuping hidung
� Perforasi sekat rongga hidung
� Kehilangan daya penciuman
� Hilangnya kemampuan kerja fisik :

√ 51% - 70%
√ 26% - 50%
√ 10% - 35%
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% x UpahMacam cacad Tetap Sebagian

70
7

7
10
7

� Hilangnya kemampuan kerja mental tetap
� Hilangnya sebagian fungsi penglihatan :

Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efiisiensi
penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan
binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan (3 x 
%efisiensi penglihatan terbaik)+ %efisiensi penglihatan terburuk
sebagian.

� Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%
� Kehilangan penglihatan warna
� Setiap kehilangan lapangan pandang 10%

HAZARD CONTROL

Risk assessment, 
identifikasi & analisa

potensi bahaya

Tindakan Pengendalian

bahaya
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 Promosi kesehatan/pendidikan kesehatan merupakan 
cabang dari ilmu kesehatan yang mempunyai dua sisi, 
yakni sisi ilmu dan sisi seni. 

 Dilihat dari sisi seni, yakni praktisi atau aplikasi 
pendidikan kesehatan adalah merupakan penunjang 
bagi program-program kesehatan lain. segera 
dilaksanakan dan kalau tidak segera dilaksanakan akan 
menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

drg. Dihartawan, MKKK 50

 Ini artinya bahwa setiap program kesehatan yang telah 
ada misalnya pemberantasan penyakit menular/tidak 
menular, program perbaikan gizi, perbaikan sanitasi 
lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, program 
pelayanan kesehatan dan lain sebagainya sangat perlu 
ditunjang serta didukung oleh adanya promosi 
kesehatan.

drg. Dihartawan, MKKK

51

 Promosi kesehatan bukanlah hanya proses penyadaran 
masyarakat atau pemberian dan peningkatan 
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, 
akan tetapi di dalamnya terdapat usaha untuk dapat 
memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku 
masyarakat. 

 Artinya bahwa promosi kesehatan adalah program-
program kesehatan yang dirancang untuk membawa 
perubahan (perbaikan), baik di dalam masyarakat 
sendiri, maupun dalam organisasi dan lingkungannya. drg. Dihartawan, MKKK 52

 Dengan demikian bahwa promosi kesehatan adalah 
kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, 
organisasi, kebijakan dan peraturan perundangan untuk 
perubahan lingkungan dan perilaku yang 
menguntungkan kesehatan (Green dan Ottoson,1998). 

drg. Dihartawan, MKKK
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 VISI dari promosi kesehatan adalah :

� meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan sehingga produktif secara 
ekonomi maupun sosial, serta adanya pendidikan kesehatan di 
semua program kesehatan. 

 Dalam  rangka mencapai keberhasilan visi tersebut, 
terdapat beberapa misi promosi kesehatan sebagai 
upaya untuk merealisasikannya, salah satunya itu 
adalah melakukan advokasi.

drg. Dihartawan, MKKK 54

 Advokasi di sini ditujukan kepada para pengambil keputusan 
atau pembuat kebijakan. 

 Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana 
yang ditujukan kepada para penentu kebijakan dalam rangka 
mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik. 

 Advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para 
pembuat keputusan (decission maker) agar dapat 
mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang 
ditawarkan perlu mendapat dukungan melalui kebijakan 
atau keputusan-keputusan.drg. Dihartawan, MKKK

55

 Advoksai secara harfiah berarti pembelaan, sokongan 
atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai 
permasalahan. 

 Istilah advokasi mula-mula digunakan di bidang hukum 
atau pengadilan. 

 Menurut Johns Hopkins (1990) advokasi adalah usaha 
untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui 
bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. 

drg. Dihartawan, MKKK 56

 Istilah advokasi di bidang kesehatan mulai digunakan 
dalam program kesehatan masyarakat pertama kali 
oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi 
global Pendidikan Kesehatan atau Promosi Kesehatan. 

 Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap 
orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh 
terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan 
yang dilaksanakan. 

drg. Dihartawan, MKKK
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 Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah 
para pemimpin atau pengambil kebijakan (policy 
makers) atau pembuat keputusan (decision makers) 
baik di institusi pemerintah maupun swasta.

 Advokasi terhadap kesehatan merupakan sebuah upaya 
yang dilakukan orang-orang di bidang kesehatan, 
utamanya promosi kesehatan, sebagai bentuk 
pengawalan terhadap kesehatan.

drg. Dihartawan, MKKK 58

 Advokasi ini lebih menyentuh pada level pembuat 
kebijakan, bagaimana orang-orang yang bergerak di 
bidang kesehatan bisa mempengaruhi para pembuat 
kebijakan untuk lebih tahu dan memerhatikan 
kesehatan. 

 Advokasi dapat dilakukan dengan mepengaruhi para 
pembuat kebijakan untuk membuat peraturan-
peraturan

drg. Dihartawan, MKKK

59

 yang bisa berpihak pada kesehatan dan peraturan 
tersebut dapat menciptakan lingkungan yang dapat 
mempengaruhi perilaku sehat dapat terwujud di 
masyarakat (Kapalawi, 2007).

 Melalui advokasi, promosi kesehatan masuk ke wilayah 
politik. Agar pembuat kebijakan mengeluarkan 
peraturan yang menguntungkan kesehatan. 

drg. Dihartawan, MKKK 60

 Advokasi adalah suatu cara yang digunakan guna 
mencapai suatu tujuan yang merupakan suatu usaha 
sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan 
mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan 
publik secara bertahap maju.

 Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting, 
sehingga komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan 
memerlukan kiat khusus.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Jelas (clear) : 

√ pesan yang akan disampaikan kepada sasaran harus disusun 
sedemikian rupa sehingga jelas, baik isinya maupun bahasa 
yang digunakan.

� Benar (correct) : 

√ apa yang disampaikan (pesan) harus didasarkan kepada 
kebenaran.

drg. Dihartawan, MKKK 62

 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Konkret (concrete) : 

√ apabila petugas kesehatan dalam advokasinya mengajukan 
usulan program yang dimintakan dukungan dari pembuat 
kebijakan yang terkait, maka harus dirumuskan dalam 
bentuk yang kongkrit (bukan kira-kira) atau dalam bentuk 
operasional.

drg. Dihartawan, MKKK

63

 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Lengkap (complete) : 

√ timbulnya kesalah-fahaman atau missed-communication adalah 
karena belum atau tidak lengkapnya pesan yang disampaikan 
kepada orang lain.

� Ringkas (concise ) : 

√ pesan komunikasi harus lengkap, tetapi padat, tidak bertele-tele.

drg. Dihartawan, MKKK 64

 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Meyakinkan (convince) : 

√ agar komunikasi advokasi dapat diterima oleh para pembuat 
kebijakan, maka penyampaiannya harus meyakinkan.

� Kontekstual (contextual) : 

√ advokasi kesehatan hendaknya bersifat kontekstual, artinya 
pesan atau program yang akan di advokasikan harus diletakkan 
atau dikaitkan dengan masalah pembangunan daerah ybs.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Berani (courage) : 

√ seorang petugas kesehatan yang akan melakukan advokasi 
kepada para pembuat kebijakan, harus mempunyai keberanian 
berargumentasi dan berdiskusi dengan para pejabat ybs.

� Hati – hati (coutious) : 

√ meskipun berani, tetapi harus berhati-hati dan tidak boleh keluar 
dari etika berkomunikasi, hindari sikap ”menggurui”.

drg. Dihartawan, MKKK 66

 Agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai 
berikut :

� Sopan (courtous) : 

√ di samping hati-hati, advokator harus bersikap sopan; baik sopan 
dalam tutur kata maupun penampilan fisik, termasuk cara 
berpakaian.

drg. Dihartawan, MKKK

67

 Upaya advokasi dalam pembangunan kesehatan yang 
dilakukan adalah bertujuan untuk :

� Agar kesehatan menjadi arus utama dalam pembangunan 
nasional.

� Agar pembangunan kesehatan tidak lagi di anggap hanya sebagai 
sektor pinggir.

� Agar sektor kesehatan tidak dianggap sebagai sektor yang hanya 
menghabiskan anggaran.

� Implementasi dari “Health for All”. 
drg. Dihartawan, MKKK 68

 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

a. Komitmen politik ( Political commitment )

�Komitmen politik dalam hal ini para pembuat keputusan atau 
penentu kebijakan dapat diwujudkan dengan penyataan dari 
pejabat eksekutif maupun legislatif mengenai dukungan atau 
persetujuan terhadap isu-isu kesehatan.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

b. Dukungan kebijakan ( Policy support )

�Setelah adanya komitmen politik dari para eksekutif,  maka perlu 
ditindak-lanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan 
untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen 
politik tersebut. 

drg. Dihartawan, MKKK 70

 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

c. Penerimaan sosial (Social acceptance )

�Komitmen politik dan dukungan kebijakan dari eksekutif dan 
legislatif tadi, perlu di-sosialisasikan untuk memperoleh dukungan 
masyarakat.  

�Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh 
masyarakat. Tokoh masyarakat (formal dan informal) mempunyai 
peranan yang penting dalam sosialisasi, agar program dapat 
diterima di masyarakat. drg. Dihartawan, MKKK

71

 Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kesatuan dalam 
tujuan advokasi itu sendiri, yang antara lain :

d. Dukungan sistem ( System support )

�Agar suatu program kesehatan berjalan baik, maka perlunya 
tercipta sebuah lingkungan dan system (mekanisme) yang 
mendukung terlaksananya suatu program secara efektif dan 
efisien. 

drg. Dihartawan, MKKK 72

 Dalam rangka melakukan sebuah advokasi terhadap pihak 
yang bersangkutan, terdapat beberapa metode/teknik yang 
dapat digunakan. 

 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Lobi politik (political lobiying)

√ Lobi adalah berbincang – bincang secara informal dengan para 
pejabat untuk mengimpormasikan dan membahas masalah dan 
program kesehatan yang akan dilaksanakan.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Seminar / presentasi

√ Seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas 
program dan lintas sektor. 

√ Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah 
kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta 
rencana program pemecahannya, diperoleh komitmen dan 
dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan.

drg. Dihartawan, MKKK 74

 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Media

√ melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media 
khususnya media massa. 

√ Melalui media cetak maupun media elektronik permasalahan 
kesehatan disajikan baik dalam bentuk lisan, artikel, berita, 
diskusi, penyampain pendapat, dan sebagainya.

drg. Dihartawan, MKKK

75

 Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai 
tujuan. antara lain:

� Perkumpulan peminat (asosiasi)

√ Asosiasi atau perkumpulan orang – orang yang mempunyai minat 
atau interes terhadap permasalahan tertentu atau perkumpulan 
propesi , juga merupakan bentuk advokasi.

drg. Dihartawan, MKKK 76

1. Penetapan tujuan advokasi. 

� Sering sekali masalah kesehatan masyarakat sangat kompleks 
karena banyak faktor yang saling berpengaruh. 

� Agar upaya advokasi dapat berhasil tujuan, advokasi perlu dibuat 
lebih spesifik.

2. Pemanfaatan data dan riset untuk advokasi. 

� Adanya data dan riset untuk pendukung sangat penting agar 
keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar.

drg. Dihartawan, MKKK
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3. Identifikasi khalayak sasaran advokasi. 

� Apabila isu, tujuan, dan upaya advokasi telah disusun, upaya 
advokasi harus ditunjukan bagi kelompok yang dapat membuat 
keputusan dan idealnya ditujukan bagi orang yang berpengaruh 
dalam pembuatan keputusan.

4. Pengembangan dan penyampaian pesan advokasi.

� Khalayak sasaran berbeda bereaksi tidak sama atas pesan yang 
berbeda. Seorang tokoh politik mungkin termotivasi kalau dia 
mengetahui bahwa banyak dari konstituen yang diwakilinya peduli 
terhadap masalah tertentu.drg. Dihartawan, MKKK 78

5. Membangun koalisi. 

� Sering kali kekuatan sebuah advokasi dipengaruhi oleh jumlah 
orang atau organisasi yang mendukung advokasi tersebut. 

� Hal ini sangat penting dimana situasi dinegara tertentu sedang 
membangun masyarakat demokratis dan advokasi merupakan 
suatu hal yang relatif baru.

6. Membuat persentasi yang persuasif. 

� Kesempatan untuk mempengaruhu khalayak sasaran kunci sering 
sekali terbatas waktunya.

drg. Dihartawan, MKKK

79

7. Penggalangan dana untuk advokasi. 

� Semua kegiatan termasuk upaya advokasi memerlukan dana.

8. Evaluasi upaya advokasi. 

� Untuk menjadi advokator yang tangguh diperlukan umpan balik 
berkelanjutan serta evaluasi atas upaya advokasi yang telah 
dilakukan.

drg. Dihartawan, MKKK 80

 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

1. Identifikasi dan analisis masalah atau isu 

� Masalah atau isu advokasi perlu dirumuskan berbasis data atau 
fakta. Data sangat penting agar keputusan yang dibuat 
berdasarkan informasi yang tepat dan benar. 

� Data berbasis fakta sangat membantu menetapkan masalah, 
mengidentifikasi solusi dan menentukan tujuan yang realistis. 
Adanya data dan fakta yang valid seringkali menjadi argumen 
yang sangat persuasive.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

2. Identifikasi dan analisis kelompok sasaran

� Sasaran kegiatan advokasi ditujukan kpd para pembuat 
keputusan aau penentu kebijakan, baik di bidang kesehatan 
maupun di luar sektor kesehatan yg berpengaruh thd publik. 

� Tujuannya agar para pembuat keputusan mengeluarkan 
kebijakan, UU, dan instruksi yang menguntungkan kesehatan. 

� Perlu ditetapkan siapa saja yang menjadi sasaran, mengapa perlu 
di advokasi, apa kecenderungannya, dan apa harapan kepadanyadrg. Dihartawan, MKKK 82

 Menurut Depkes (2007), terdapat 5 langkah kegiatan 
advokasi, antara lain:

3. Menyiapkan dan mengemas bahan informasi

� Tokoh politik mungkin termotivasi keputusan jika mereka 
mengetahui secara rinci besarnya masalah kesehatan tertentu. 

� Oleh sebab itu, penting untuk diketahui pesan atau informasi apa 
yang diperlukan agar sasaran yang dituju dapat membuat 
keputusan yang mewakili kepentingan advokator. 

drg. Dihartawan, MKKK

83

3. Menyiapkan dan mengemas bahan informasi… cont’d

� Kata kunci untuk bahan informasi ini adalah informasi yang akurat, 
tepat dan menarik. 

√ Informasi minimal memuat rumusan masalah yg dibahas, latar 
belakang masalahnya, alternative mengatasinya, usulan peran atau 
tindakan yg diharapkan, dan tindak lanjut penyelesaiannya. 

√ Bahan informasi juga minimal memuat tentang 5W 1H tentang 
permasalahan yg diangkat.

√ Dikemas menarik, ringjkas, jelas dan mengesankan.

√ Menyertakan data pendukung, ilustrasi contoh, gambar dan bagandrg. Dihartawan, MKKK 84

 Beberapa pertimbangan dalam menetapkan bahan informasi 
ini meliputi :

4. Rencanakan teknik atau kegiatan operasional.

� Beberapa teknik atau kegiatan operasional advokasi dapat 
meliputi konsultasi, lobi, pendekatan atau pembicaraan 
formal/informal terhadap para pembuat keputusan, negosiasi, 
dan seminar-seminar kesehatan.

drg. Dihartawan, MKKK
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 Beberapa pertimbangan dalam menetapkan bahan informasi 
ini meliputi :

5. Laksanakan kegiatan pantau dan evaluasi serta tindak lanjut.

� Upaya advokasi selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai 
rencana yang telah disusun, memantau dan mengevaluasi, serta 
melakukan tindak lanjut. 

� Evaluasi diperlukan untuk menilai ketercapaian tujuan serta 
menyempurnakan dan memeperbaiki strategi advokasi. Untuk 
menjadi advokat yang tangguh, diperlukan umpan balik 
berkelanjutan dan evaluasi terhadap upaya advokasi yang telah 
dilakukan. 

drg. Dihartawan, MKKK 86

 Meyakinkan para pembuat kebijakan dan pembuat 
keputusan terhadap pentingnya program kesehatan tidaklah 
mudah, memerlukan argumentasi yang kuat. 

 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Credible :

√ adalah suatu sifat pada seseorang atau institusi yang 
menyebabkan orang atau pihak lain mempercayainya.

drg. Dihartawan, MKKK

87

 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Layak (feasibel) :

√ artinya program yang diajukan tersebut baik secara teknik, politik, 
maupun ekonomi dimungkinkan atau layak.

� Relevan (relevant) : 

√ program yang diajukan tersebut paling tidak harus mencakup 2 
kriteria, yakni; memenuhi kebutuhan masyarakat, dan benar-
benar memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat.

drg. Dihartawan, MKKK 88

 Berikut adalah beberapa hal yang dapat memperkuat 
argumen dalam melakukan kegiatan aplikasi antara lain :

� Penting dan mendesak (urgent) : 

√ artinya program yang diajukan harus mempunyai urgensi yang 
tinggi; harus segera dilaksanakan dan kalau tidak segera 
dilaksanakan akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

� Prioritas tinggi (high priority) : 

√ artinya program yang diajukan tersebut harus mempunyai 
prioritas yang tinggi. 

drg. Dihartawan, MKKK
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 Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk 
menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi 
masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang 
diperkirakan merugikan masyarakat. 

 Advokasi dalam kesehatan merupakan sebuah upaya yang 
dilakukan oleh orang-orang di bidang kesehatan, utamanya 
promosi kesehatan, sebagai bentuk pengawalan terhadap 
kesehatan.
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 Tujuan utama dari dilakukan advokasi dalam bidang 
kesehatan adalah agar sektor kesehatan menjadi arus 
utama dalam pembangunan nasional. 

 Dalam rangka melakukan advokasi beberapa metode dapat 
digunakan seperti lobi politik, seminar, media advokasi dan 
asosiasi.

 Hal yang terpenting dalam melakukan sebuah advokasi 
adalah apa yang disajikan oleh para advokator kepada para 
pembuat kebijakan dan pembuat keputusan. 

drg. Dihartawan, MKKK

91

 Bagaimana mereka meyakinkan pihak yang bersangkutan 
melalui sajian informasi yang akurat, lengkap, konkret, 
benar dan jelas adanya. 

 Serta bagaimana mereka menciptakan kesan persuasif 
sehingga para pembuat kebijakan tertarik terhadap apa 
yang mereka sajikan. 
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Pendekatan Politik
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 Secara lebih operasional, WHO1 memberi pengertian 
berikut:

� "advocacy is a combination on individual and social action design to 
gain political commitment, policy support, social acceptance and 
systems support, for particular health goal or programme. Such 
action may be taken by and on behalf of individual and group to 
create living condition which are condusive to health and the 
achievement of healthy life style".
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 Jadi, advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau 
kegiatan individu dan sosial, untuk memperoleh komitmen 
politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya 
sistem yang mendukung suatu program atau kegiatan
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 Kemampuan untuk mempengaruhi stakeholders agar mendukung 
ide-ide kita, dalam hal ini kepentingan pembangunan kesehatan, 
sesungguhnya suatu seni (art) yang memerlukan pengetahuan dan 
pemahaman yang bersifat multidisipliner. 

 Keberhasilan mempengaruhi ini akan semakin sulit apabila aktor-
aktor lain juga mempunyai kepentingan sendiri dengan argumentasi 
masing-masing. 

 Secara realitas akan terjadi perebutan antarindividu dalam unit 
satuan organisasi, antar organisasi dalam satu sektor, bahkan 
antarsektor
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 Agar isu atau pilihan kebijakan yang kita angkat 
mendapatkan komitmen politik dan dukungan kebijakan 
(making-sense), maka dalam hubungan antara advokator 
dan stakeholders pada proses advokasi perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut.1,5

� Latar Belakang 

√ Penerima Advokasi Sebagaimana sudah disebut di depan bahwa 
advokasi untuk kebijakan, pada dasarnya adalah mempengaruhi 
stakeholders agar ia atau mereka mau menuruti kehendak atau 
kemauan kita. 
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√ Agar pesan yang kita sampaikan dapat legitimate di mata 
stakeholders, isi pesan dan bahasa haruslah disesuaikan dengan cara 
pandang (mental model) dari penerima advokasi. 

√ Mental model seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pribadi (pendidikan, pengalaman hidup, kepribadian, agama, ideologi, 
dan kepentingan seseorang) penting untuk diperhatikan agar kita 
mampu menyesuaikan isi pesan dan bahasa agar mampu   membujuk 
penerima advokasi. 

√ Misalnya, untuk mempengaruhi bupati atau walikota dengan latar 
belakang seorang ekonom, maka ada baiknya pesan "dibungkus" 
dengan bahasa ekonomi.
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� Isi Pesan

√ Isi pesan harus diformulasikan sedemikian rupa, sehingga mampu 
membujuk sasaran advokasi. 

√ Isi pesan haruslah menunjukkan fact finding  yang meyakinkan, 
disajikan secara lugas, tetapi harus tetap menjaga validitas data. 

√ Misalnya, dalam advokasi program stop rokok, kita bisa 
mempengaruhi pemerintah dengan menunjukkan data berapa 
kerugian sosial akibat sakit karena perilaku merokok. 

√ Kalau kita mampu menunjukkan data bahwa biaya kerugian akibat 
industri rokok melampaui manfaatnya, maka data tersebut akan 
ampuh untuk mendukung kebijakan program stop rokok.
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� Bahasa

√ Dalam konteks bahasa, tidak hanya menyangkut pemilihan bahasa 
dalam artian yang sebenarnya tetapi juga menyangkut pemilihan 
senjata yang tepat untuk sasaran advokasi yang tepat pula. 

√ Yang dimaksud memilih "senjata" yang tepat di sini adalah 
bagaimana cara mengemas informasi sedemikian rupa, sehingga 
informasi yang disampaikan dapat legitimate dalam perspektif atau 
cara pandang penerima advokasi. 
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� Bahasa

√ Sebagai contoh, mempengaruhi Pemda untuk mengalokasikan 
pembiayaan yang lebih besar pada program upaya kesehatan 
masyarakat, maka analisis biaya-manfaat upaya Kesehatan 
masyarakat versus upaya kesehatan perorangan, akan lebih 
mampu meyakinkan legislatif dan eksekutif daripada dengan 
analisis kematian dan kesakitan.
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 Sumber atau Pembawa Pesan

� Untuk menyampaikan gagasan atau informasi yang menyangkut 
perubahan kebijakan, perlu memanfaatkan narasumber yang 
kredibel, sehingga mampu membius penerima advokasi. 

� Misalkan, dalam rangka perubahan kebijakan dari rumah sakit tipe 
birokrasi menuju rumah sakit swadana, maka health economist dari 
luar dapat dijadikan narasumber untuk mempengaruhi legislatif dan 
eksekutif. 

� Para ahli dari luar bisanya akan lebih diapresiasi daripada ahli dari 
dalam institusi.
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 Format atau forum

� Beberapa format dipilih untuk melakukan advokasi dalam rangka 
perubahan kebijakan atau pembahasan isu tertentu. 

� Misalkan, seminar atau presentasi, lobi, negosiasi, penggunaan 
media, atau melalui asosiasi peminat.
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 Waktu dan Tempat

� Untuk menyampaikan pesan dalam format informal (lobi misalnya), 
harus diperhatikan pemilihan waktu dan tempat yang tepat. 

� Dalam hal ini, mempelajari kebiasaan-kebiasaan dan minat dari 
penerima advokasi adalah penting untuk mendapatkan waktu dan 
tempat yang tepat. 
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 Berkaitan dengan posisi stakeholders terhadap isu atau 
agenda yang kita angkat, maka stakeholders dapat 
dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

� Pembuat keputusan (stakeholders kunci)

� Beneficiaries (stakeholders primer) 

� Mitra (stakeholders sekunder)

� Musuh/lawan
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 Pembuat keputusan atau stakeholders kunci adalah

� mereka yang mempunyai otororitas untuk bertindak melakukan 
perubahan atau menetapkan kebijakan baru. 

 Beneficiaries atau stakeholders primer

� adalah individu atau kelompok-kelompok yang memperoleh 
manfaat secara langsung dari hasil kegiatan advokasi. Jika 
dimobilisasi dengan tepat, stakeholders primer merupakan 
advokator yang paling kredibel dan meyakinkan
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 Mitra atau stakeholders sekunder adalah

� mencakup semua individu, kelompok dan organisasi yang 
mempunyai pandangan atau posisi sama, dan siap bergabung 
dalam suatu koalisi untuk membela suatu isu atau agenda tertentu.
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 Musuh atau lawan adalah 

� individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki sikap dan 
pemahaman yang bertentangan dengan agenda (program) 
advokasi kita. 

� Cara sederhana untuk mengidentifikasi musuh dalam advokasi, 
bukannya melihatnya sebagai musuh secara  terangterangan, 
melainkan sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki 
keyakinan dan sikap yang berbeda dengan agenda advokasi kita. 

� Ketidaksepahaman ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun 
argumen-argumen advokasi kita.
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 Dalam menyusun rencana aksi advokasi, langkah-langkah 
berikut dapat digunakan:

� Identifikasi atau review data dan hasil penelitian, yang berimplikasi 
kebijakan, yang akan kita angkat,

� Tentukan instrumen kebijakan publiknya,

� Petakan posisi stakeholders terhadap agenda kita, termasuk peta 
kekuatan dan tujuan overt/covert-nya, 

� Susun rencana aksi yang meliputi format, pengemasan bahasa, dan 
waktu yang tepat.
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 Advokasi pembangunan kesehatan pada tingkat pusat maupun 
tingkat daerah memerlukan pendekatan multiperspektif dan 
komprehensif, guna meyakinkan stakeholders (sense-making dan 
legitimating). 

 Selanjutnya, diharapkan melakukan aksi untuk mendukung agenda 
advokasi kita. 

 Dari berbagai pendekatan yang bersifat multiperspektif tersebut, 
maka pendekatan politik dapat dianggap sebagai muara dari seluruh 
pendekatan untuk memenangkan kepentingan agenda kita.
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� Disuatu desa dimana terdapat puskesmas X dengan jumlah pengunjung 

yang datang pada tanggal 04 November 2012 sebanyak 50 orang untuk 

mengikuti kegiatan penyuluhan

pencegahan demam berdarah. Masyarakat Desa yang datang untuk 

mengikuti kegiatan promosi kesehatan di puskesmas sebagian besar 

adalah orang dewasa usia sekitar 20 – 50 tahun yang berpendidikan
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� SMA, sebagian masyarakat berpenghasilan dari bertani dan Ibu rumah 

tangga. Di puskesmas X sudah terdata jumlah penduduk yang menderita 

demam berdarah 15 orang pada bulan Oktober 2012 yang terdiri dari 10 

orang dewasa dan 5 orang anak, yang mana akibat dari penyakit demam 

berdarah tersebut ada 3 orang yang meninggal yaitu 2 orang anak, dan 1 

orang dewasa.
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 Prinsip promosi kesehatan berdasarkan kasus diatas dengan 

menggunakan prinsip yaitu :

1. Empowerment ( pemberdayaan) :

� yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 
kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakkan yang 
mempengaruhi kesehatan mereka.

2. Partisipative ( partisipasi) :

� yaitu dimana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan 
keputusan.
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

� 1. Advokasi

√ Melakukan pendekatan terdahulu dengan para pejabat untuk 
memberikan bantuan di puskesmas X dalam mencegah demam 
berdarah dengan menunjukkan data yang ada kepada para pejabat.

√ Intervensi yang dilakukan : Melakukan dialog, diskusi kepada para 
pejabat untuk mendukung penyuluhan yang akan dilakukan dan 
memberikan bantuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

√ Hasil yang diharapkan :

 pejabat sektor mendukung kegiatan penyuluhan pencegahan 
demam berdarah

 adanya bantuan dana dari pejabat untuk memberikan obat abate 
kepada masyarakat secara gratis

 adanya ketentuan yang ditetapkan untuk kegiatan fogging rutin 
didaerah desa
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 Strategi dan intervensi yang dilakukan ialah sebagai berikut :

2. Dukungan sosial

√ Mendekati para tokoh masyarakat mengumpulinya dan melakukan 
bimbingan serta pengajaran kepada tokoh masyarakat agar dapat 
diberikan informasinya kepada para masyarakat didaerah desa tersebut.

3. Intervensi : 

√ kegiatan yang dilakukan kepada tokoh masyarakat sebelum penyuluhan 
memberikan bimbingan akan pencegahan demam berdarah,
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 Hasil yang diharapkan : 

� bimbingan yang diberikan kepada tokoh masyarakat dapat berbagi 
kepada masyarakat sehingga mendukung jalanya penyuluhan nantinya
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3. Pemberdayaan masyarakat

√ Pemberdayaan yang dilakukan dengan sumber dayanya adalah 
masyarkat sendiri yang mana nantinya tampak akan prilakunya untuk 
melakukan informasi yang telah diterima.

√ Intervensi : Melakukan kegiatan penyuluhan tentang materi 
pencegahan demam berdarah, membagikan bubuk abate yang telah 
diberi dan oleh pejabat sektor, serta memberikan informasi tentang 
fogging kepada masyarakat
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�Hasil yang diharapkan :

√ Masyarakat dapat paham akan materi pencegahan demam berdarah

√ Masyarakat dapat melakukan kegiatan menguras air, mengubur 
sampah yang dapat menampung air, dan menutup air tampungan 
dirumah.

√ Menggunakan bubuk abate dirumah untuk membunuh jentik nyamuk 
aedes aqepty

√ Mengetahui tentang jadwal fogging yang akan diprogram nanti.
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 Metode yang digunakan dalam promosi kesehatan dalam kasus adalah 
ceramah dan diskusi di dalam kelompok masyarakat. 

 Media dalam promosi kesehatan demam berdarah yang diambil kelompok 
adalah media poster.

 Poster pencegahan demam berdarah yang dapat ditemui menempel 
didinding atau tempat-tempat umum seperti di puskesmas, rumah sakit, 
atau dilingkungan rumah. 

 Ukuran poster biasanya 50-60 cm biasanya dalam satu poster hanya 
mempunyai satu tema poster.
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